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BUPATI CIAMIS 
PROVINSI JAWA BARAT 

 

PERATURAN BUPATI CIAMIS 
NOMOR 23   TAHUN 2016 

 

TENTANG  
 

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS  

TAHUN 2017 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
 

BUPATI CIAMIS, 
 

Menimbang :  a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah, Pemerintah Daerah menyusun Rencana Kerja 
Pembangunan Daerah (RKPD) yang mengacu pada 
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa 

Barat dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) sebagai satu 
kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan 

nasional; 
 

b. bahwa berdasarkan Pasal 26 Ayat (2) Undang-Undang 
Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional, Rencana Kerja Pembangunan 
Daerah (RKPD) ditetapkan dengan Peraturan Kepala 
Daerah; 
 

c. bahwa guna kepentingan sebagaimana dimaksud pada 
huruf a dan b  perlu mengatur Rencana Kerja 
Pembangunan Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2017, 

yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati. 
 

Mengingat :  1.  Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 

Lingkungan Provinsi Jawa Barat;  

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara; 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional; 
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan  antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah; 
5. Undang-Undang Nomor 17  Tahun 2007 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 

2005-2025; 
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 

Ruang; 
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa 

kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor  23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 
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9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah; 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 

Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota; 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang 

Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah; 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan 

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 

13. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 

Tahun 2015-2019; 

14. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2016 tentang 

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2017; 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah; 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 

tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 

Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, 

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 

Pembangunan Daerah; 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 

tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan 

Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017; 

18. Peraturan Daerah  Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 

2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

(RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah  

Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Daerah  Provinsi Jawa Barat 

Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat 

Tahun 2005-2025; 

19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 

2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah 

Provinsi Jawa Barat; 

20. Peraturan Daerah  Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 

2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi 

Jawa Barat Tahun 2009-2029; 

21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 

2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018; 
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22. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 

tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan 

Pemerintah Kabupaten Ciamis sebagaimana telah diubah 

dengan  Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 

Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 

Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan 

Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah 

Kabupaten Ciamis; 

23. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 11 Tahun 2012 

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah; 

24. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2012 

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ciamis 

Tahun 2011-2031; 

25. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 12 Tahun 2014 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah 

Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten 

Ciamis Tahun 2005 - 2025; 

26. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2014 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

(RPJMD) Kabupaten Ciamis Tahun 2014-2019; 

27. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 14 Tahun 

2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten 

Ciamis; 

28. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 79 Tahun 2010 

tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah  

Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Daerah; 

29. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2016 

tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa 

Barat Tahun 2017; 

30. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 43 Tahun 2012 tentang 

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis 

Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Daerah; 

31. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Badan, 

Kantor dan Rumah Sakit Umum Daerahdi Lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Ciamis. 

 
MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA 
PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2017   

 
 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :  
1. Daerah adalah Kabupaten Ciamis; 
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2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 
Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan asas tugas 

pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip 
Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

3. Bupati adalah Bupati Ciamis; 
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut SKPD adalah Dinas, 

Badan, Kantor, Kecamatan dan Kelurahan yang ada di Wilayah Kabupaten 
Ciamis; 

5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disebut 

dengan BAPPEDA adalah unsur perencanaan penyelenggaraan 
pemerintahan yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan 
penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana 

pembangunan daerah. 
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya 

disebut dengan RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 
(lima) tahun; 

7. Rencana Pembangunan Tahunan Nasional, yang selanjutnya disebut 

dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) adalah dokumen perencanaan 
pembangunan untuk periode 1 (satu) tahun; 

8. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah adalah Rencana Kerja 

Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disebut RKPD, merupakan 
dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun 

yaitu 2017; 
9. Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang 

selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-

SKPD) adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah 
untuk periode 1 (satu) tahun; 

 
Pasal 2 

(1) RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD, mengacu pada pencapaian 

sasaran dan prioritas bidang pembangunan Nasional dan arah kebijakan 
Pemerintah, RKP dan RKPD Provinsi Jawa Barat, memuat kerangka 
ekonomi daerah, program prioritas bidang pembangunan daerah, rencana 

kerja, pendanaan dan prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung 
oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong 

partisipasi masyarakat. 
(2) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Ciamis Tahun 

2017 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 

(satu) tahun yaitu Tahun 2017 yang dimulai dari tanggal 1 Januari 2017 
dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 

 
Pasal 3 

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Ciamis Tahun 2017 

sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 memuat : 

a. BAB I PENDAHULUAN; 

b. BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN 

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN; 

c. BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN 

KEUANGAN DAERAH; 

d. BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH; 

e. BAB V RENCANA PROGRAM KEGIATAN PRIORITAS DAERAH; 

f. BAB VI PENUTUP. 
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Pasal 4 

RKPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) menjadi pedoman bagi : 

a. Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menyusun Renja SKPD; 

b. Pemerintah Daerah dalam menyusun Kebijakan Umum Anggaran (KUA), 

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rancangan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 

2017. 

 

Pasal 5 

RKPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 tercantum dalam Lampiran 

Peraturan Bupati ini serta merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak 

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

 
 

BAB II 

KETENTUAN PENUTUP 
 

 
Pasal 6 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.   
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ciamis. 
 

 

                  Ditetapkan di Ciamis 

                  pada tanggal  27 Mei 2016 
 

BUPATI CIAMIS, 

 
Cap/ttd 

 
H. IING SYAM ARIFIN 

 

Diundangkan di Ciamis 

pada tanggal 27 Mei 2016 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS, 

 
Cap/ttd 

 

H. HERDIAT S. 

BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS  TAHUN 2016 NOMOR 23 

 

 
Salinan sesuai dengan aslinya 

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM, 
 

Cap/ttd 

 
 

AEP SUNENDAR, SH., MH 
NIP. 19621018 198303 1 005 


